
DPRD Akan Surati BPK-RI Terkait Dana BBM Setda Barsel 2019 

Buntok, KP – DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah akan mengirim surat ke 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), memohon melakukan 

pemeriksaan investigasi terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) Sekretariat Daerah 

(Setda) tahun anggaran 2019. 

“Hal itu untuk mengetahui apakah benar terkait penggunaan BBM 2019 untuk menutupi 

utang 2018,” kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran. Dijelaskan Farid, usai 

memimpin rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pertanggung jawaban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Rabu (22/8/2020) di Buntok. 

Karena, lanjutnya, pada saat dilaksanakannya rapat pembahasan raperda pertanggungjawaban 

APBD 2019, ternyata dana yang dianggarkan untuk BBM 2019 digunakan membayar utang 

BBM 2018. Pihaknya masih belum mengetahui apakah terkait hal ini boleh atau tidaknya dan 

untuk itu, DPRD akan mengirim surat dan memohon kepada BPK-RI melakukan 

pemeriksaan investigatif untuk hal itu, imbuhnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12/2019 tentang keuangan daerah disebutkan 

APBD adalah penyiapan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan Januari-

Desember di tahun tersebut. Sementara yang dana BBM pada 2019 lalu digunakan untuk 

membayar utang BBM 2018. 

Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada BPK-RI melakukan pemeriksaan investigatif 

terkait permasalahan tersebut, karena pengeluaran BBM pada 2019 lalu terhutang dengan 

pihak ketiga sebesar Rp700 juta. Disamping itu, pengeluaran BBM pada 2019 lalu lebih besar 

tiga bahkan hampir empat kali lipat dari pengeluaran BBM dari tahun-tahun biasanya. 

“Biasanya untuk BBM yang dianggarkan sebesar Rp600 juta lebih dalam setiap tahunnya, 

namun pengeluaran BBM pada 2019 lalu mencapai Rp2,2 miliar,” ungkapnya. Sedangkan 

Pemkab Barsel pada APBD murni 2019 lalu hanya menganggarkan Rp600 juta lebih dan 

pada APBD Perubahan (APBD-P) 2020 mereka meminta tambah lagi Rp800 juta, sehingga 

totalnya Rp1,4 miliar saja. 

Namun kenyataannya kata Farid Yusran, pengeluaran BBM pada 2019 lalu melebihi dari 

anggaran yang telah disediakan dan akibatnya pemkab Barsel terhutang dengan pihak ketiga 

sebesar kurang lebih Rp700 juta. (yld/k-10) 
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Catatan berita: 

• Pasal 4, Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan: 

a. permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang; 

b. pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau 

c. hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai 

adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. 

 

• Pasal 5, Permintaan Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

a, disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat Pimpinan Lembaga 

Perwakilan atau pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang Berwenang. 

 

• Pasal 8 , Dalam pelaksanaan Pemeriksaan investigatif, BPK berwenang: 

a. meminta Dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan investigatif; 

b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis 

barang atau Dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek 

Pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu; 

d. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan Dokumen pengelolaan 

keuangan negara;  

e. meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang;  

f. memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu 

Pemeriksaan;  

g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga Pemeriksa dari luar BPK;   

h. melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang untuk memperoleh masukan 

terkait dengan Unsur Pidana; dan  

i. melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang dan/atau instansi lain untuk 

memperoleh Bukti Pemeriksaan. 

Dasar Hukum: 

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan 

Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli 


